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DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN
OLEH SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOHR @ TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Olch: Dr. Darwatl, SH, S

Abstrak
Sejak reformasi sering terjadi demionstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di muka umum yaitu di
gedung pemerintah, swasta don di gedung Dewan Perwakilan Rakyat baik di deersh maupun di Pu-
sat. Masyamkar tersebun ada yung dari organisasi pekeria, ormos mahasiswa, gura dan pegawai pe-
merintah. Tuntutan demonstran untuk melakukan perbaikan, dan organisasi pekerja minta kenuikan
umah minimum dan dihapuskannys Pedanjian kea waktu tertenmu dan pemborongan pekerjaan/
penyedin jusn tenaga kera. Demonstrasi tersebut banyak torjadi kekerasan, pengrusakan fasilias
umum, dan menimbulkan kemacetan di jalan mya. Demonsems: yorg dilakukan oleh pendemo de-
ngan alasan hak asasi manusia. Deagan pertimbangan hak asasi msiusis terscbut sehagaimana dia-
wr datam Undang-Undung Dasar 1945, maka diberlakukan Undung-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentung hemerdekann Penvampainn Pendapar di Muka Unum. Kemerdekaan menyampaikan pen-
dapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampatkan pikios dengan lison. tulisan. dan seha-
gainya secara bebas dan hertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda-
ngan yang berfaku (Pasal 1), Setiap wirgn negam, secam perormngan atau kelompok. bebas me-
nyampaikan pendaput schagai peswujudan hak dan tangmumg juwab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berhangsa, dan bernegarn (Pasal 2 ayat (1), Pads Pacal 3 diromuskan bahwa: Ke-
merdekann menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanchar beclandiskan pada @ i asas kese-
imbangan antara hak dan kewajiban; b. asas musyawarah dan owfika; ¢ asas kepastian hukum dan
keadilan; d. asas profesionalitas; dan e. was manfust, Peraniisn kena wntuk: wokiu terieniu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurul jenis dan 16t aioy kegiatan pekeraannya akan
selesai datom waktu terienty, yeitu: 1. pekerfaan yang sekali sclecs: sinn yang sementar sifainya; b,
pekerjaan yang diperkimkan penyvelesaiannya dalam waktu yang tidah terlahy lama dun paling lama
3 (tiga) tahun; ¢ pekerjuan yang bersifat musiman: it d. pekeriaan ving berhubungan dengan pro-
duk baru, kegatan baru, atau produk tsmbahan yang masil delam percobaan stau penjajakan. Pery-
sahaan dapat menyerahian sebagian pelaksanaan pekerjuan kepada perusabasn lainnya melalui per-
Jjamjian pemborongan pekerjoin atan penyediaan jasa pekeninburid yvang dibuat secara terulis. Pe-
kerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagalmans dimaksud dalam avat (1) harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: & dilakukan secars terpissh dari kegiatan utama; b. Dila-
kukan dengan perintah langsung otau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; ¢. merupakan kegiatan
penunjang perusshaan secara kesclunaban, dan o, tidak menghambar proses produksi secars lang-
sung. {3) Perusahaan lain sebogaimana dimaksud dabim ayat (1} hans berbentuk perseroan terbatas
Setiap pekerje /burub berhak memperoleh penghasilon yang memenuhi penghidupan vang lavek ba-
@ kemanusiann (Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Kewnagrkemuan, Kebutuhan Hidup layak
(KHL) yuitu stindar kebutuhan yang harus dipenubi oleh seorany pekerja'burah Infang umtuk dapat
hidup layak baik secara fisik, non Gsik dan sosial untuk kebutubun sam bulan. Untuk masa keda
dintas | tshun, dirundingkan dengan organisasi pekerja dan Pengusahn menyuson struktur dan skala
upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Peraturan
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Pemerinth Nomor 78 Tabun 2001 %, justre mewaibkan pengusaha memboot strokner dan skala wpah.
Kata Kunel ¢ Kemerdekaan Menyvampaikan Pendapar di Muoka Umum

Absiraey

Sinew the reform of frequent demonstrationy by e commnity in puiblle that I in government
Buildings, private and in the Howse of Representatives botl of vegloval and at the Centre. The
contmtmity there were from the workers' ovganizatfons, community orgamsaiiang,  sivdents
seachers and goversment officialy. The demands of the demonstrators to make inigravenwents, from
Hiv workers® argoerizolions I‘ﬂ.llri.'.u'{-'d bt s rive and the  abalitiin of certedn e
emploviment mpreement ard contraet of werk / enyplovment sevvice, T demonsiration was a lof of
viafence, eiesiruerion af public fadifives, amd cauie comgestion on the higinvay, Demonstvation b
protesicrs an the grounds of kaman cights. Tn consbderaiion of such human rights ax stipedeated in
the Constliveion of 1945, it enacred Law No, ¥ af 1998 wn the tramsmitier’s Independence tn Public
Opinton, Indlepemsdenice of expression it the right af every citizen fo express thoughts verhally
writing, anef so freely and rexponsibly fn accordance with the provisions of the legistation in force
{driicle 1), Each citizen, imfividhally or In groups, free expression as phe realizarion of rights amf
respanyibilities In o demacratic soctety, natinn, e siane (Ariicle 2 parageaph (1)), Defined fn
Article 3 that: Freedom of expression in public shall be based on; o, the principle of balunce
Berween righty and obligations: b, the basis af consuluation and consensus: e, the principle of legal
certainty amd fustice. o, the principle of professionalism; and ¢ the principle of benefit. A4 work

mif for o cvriain period of time con ondy be. made for spocific joby by tpe andf mattere af the
Job-will be completed withm a certain Hmve, mamely: a. once the work ts finished or Hie temporar
mafure; b extimiated completion af work in the mof oo dong aod o e of tvee (30 vears; o the
wark is seavonal; ord, work relaiod o mew products, wew acfivities. or additional products that are
sl In the exprerimental ov explovaiory. The Campany sy suboomirect port of e werk 1o anothe
comtpany throwgh on agrecmeni contract of work or pravision af services wovker [ luborer made in
writing. JSobs thot can be outsaurced e other compontes as referved fo in paragraph (11 shall meet
the following reguivements. a dome separately from e ain activine, b dome with the oommand
direetly or dndivecily frone the emiployer; ¢ an overall corporate suppor! activities, and 13 non
hamper the production process. (33 Qiher congpantes referved o in paragraph (15 shall be in ihe
forim aof a Unctted lability eompany. Every worker / labover s entitlod @ the fncome that meer
decent fhvimg for humarine (Article 88 paragrapl (1) of the Emploveient Act: Needs Life foasibii
FKHL) which Is the stamdard needs te be et By o worker | sbngle workers fo b ablle to live decentls
Bath plivsicad, nonspdnsiend and soctal needs of one month. Few o fomire of more than ane yoar,
negotiated with workers' organizatlons and emplayers fo structire and scale of wages by taking
il aocowt cluxs, position. feagth of emplovment, ediccation, and comperency.  Governmiont
Regularion No. T8 Year 2018, it requires employers to make the siructre and scale of wages

Keywords: Independence Expression in public

A. Latar Belakang Masalih

Sebelum reformasi tidak ada peraturan
perundang-undangan yang membiarkan masya-
rakat, ormas, mahasiswa, dan organisasi pekerja
untuk melakukan demonstrasi i tempat umum
tanpa prosedur yang jelas. Jika terjadi demons-
trasi merekn sudah melakukan upaya sebelum-
nyvin tetapi tdak berhusl, Schingga demonstrasi
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adilah senjata pamungkas, zpabila diperguna-
kan minfutin harus eclaksana. Sehagainmonn Pe-
mulis ingat pada tabun 1997 berlakunye Un-
dong-Undang Ketenagakerjzan Nomaor 25 Ta-
fon - 1997T. Undang-Undang tersebul merugikan
pekerja karenn ada pusal yvang memberikan
sanksi secnrs perdata maupun pidonn kepada pe-
korjn vang melikukan kesalshan, Schingga seri-
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kat pekerja selurub Indonesia (SPS1 menolak
diberlukukannys undong-undang tersebut.

Meskipun pada tahun tersebut tengadi de-
monstrasi secar besar-besaran yang dilakukan
oleh serikat pekega besertn pura anggotanya,
namun demonsirasi tersebur cukup aman, dums|
gertn tertih dan terkendali. Karena tidak ada ke-
kerzsan dan tidak ada fisilites amum sang -
sak. Dan serua demonsionsi tertib dan terkemdn-
I hanys terfokes dengan nfutan mercka yaity
menolak diberlikukannyn undang-undang kete-
nigakerjaan fersebut. Schingga dengan kekuniom
miasg dan hargaining power yong dimiliki oleh
Pengurus Senkal Pekenya Selurh Indosesia, un-
dong-undang tersebut tidak diberakoban meski-
pun sudah digsetgur oleh Dewan Perwakilin
Rakyat,

Demonstrasi selasjutnys  dilakukian  aleh
mahasiswa dan masyimkat Indonesia pada ta-
hun 1998, sehingga tejadinya pergantinn kepe-
mimpman dan Bapak Jendral Socharto kepada
Bapak H. ). Hobibi. Demonstrass femsebut jupa
aman dan tidak ada fasilias umim vang dinsak
oleh pendemo dan tidak ada kekerasan yvang
dilakvkan oleh  demonsirons  baikmasvarakat
. g mnhasiswie

Scjik e Refonmasi deimonsirasi sudal
menjaci pandangan umum dan tidak asing lagi,
semua pihak melakukan demonsirest di depan
urmam dalam menyampatkan pendupainya, se-
perti dilukuken olch gurn dan pejabal pemerin-
wh, Uniuk menyampaiken aspirasikeinginan
atobpun fujuannya mercka sampaiban melalui
demomstrast. Pendemo tersebat ada pihak yang
meming seris karena permosalahan  tersebun
eda mbungannya dengan dirl mercka, telapi ada
juga yimy terjadi sehagaimana kito dengar melo-
Iui media electronik pam pendemo bavaran, Ka.
rena mereka yang melakukon demonstrasi terse-
but mendapatkan  bayaran  beradssarkan  pe-
sanan.

Demaonstrusi dijadikan keglatan poliik un-
tuk menywmpatkan kepentingan pihak tertonie
Pelaku demonsimasi selain pegawai negeri dan
guru schagaimann penullis sampaikan i atas,
demonstrasi juga dilakukan oleh masyarakat
armum, Onmas, Mahssiswa, dan penguris seri-
kat pekena‘serikat buruh, Demonstrast tersebun
wda vang dilakulan & kantor Peruerininh, Swas-
ta, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat haik o

Dl

Pusat maopun i dacrah. Demunstras tersebut
ilakuknn denygan wlasan hak asssh manusia serta
kebehasan - mengemukan pendapat i muka
anum schagaimana dirumuskan daliom Undang-
Lindang Nomaor 9 Tahun 1998 ientang Kemer-
dekaan Menyumpiikan Pendspat df Muka U
HTITEN

Kemerdekaan' menyampaikon pendapal
adilah hiak setiap warga negara untuk menyam-
pitkaz pikiran dengan bsan, lisan, dan seha-
gninya secam bebas dan bertanggung juwab se-

suni dengan kelentuan peraturan perandang-un-

dangan vany berlaku, sehagsimana diremuskan
dafam Pasal 1 uymi (1) Undang-Undeng Nomaor
¥ Tahun 1994,

D dalam Pasal 2 Undung-Undang Kemer-
dekaan Menyampaikan Pendapat di Moka U-
mum tersebutl  merumuskan, bahwa:  “Setiap
Wargd negam, secars perorangan stap kelom-
pok, bebas menyumpaikan pendapat schagal
perwujudan hak don tanggung jawab berdemok-
st chitlam kehidupan bermasyarakal, berbangsa,
dien bernegarn, Penyampaian pendapat di muka
umum  diluksannkon sesusi dengan keténtunn
undang undang ini”.

Pada unmimmnya demonstras: vang dilaku-
kan oleh para demonstran terodi kericuban
sumpal fegudi pengrusakan terhadap pasilitas
umum dan kekermsan baik tehudap pendemo
maupan sparil yang bertugas mengawasi pam
pihak vang melakukan demonstrasi temebi, Se-
loin pengrusakun dan kekermsan vang terjadi,
demonstmsd tersebut membuat kemacetan lalo
limas. Kondizi macel terscbut membuat masya-
rakal terganggu antuk mencapa mjuan mercka,

Mushasiswa ‘sclake kaum felekiual juga
melakukan demonstras: datsm menyampaikan
pendapatnya terhadup Kinerja pemerintah yang
dianggap tudak pro rakyat. Begiiu jugs guns, pe-
gawnl pemerintal melakukan demonstrasi da-
lam meminta spa yang menjadl keingininan
mercka. Kondise demonstrasi vang  dilakukan
aleh mahasiswa yang menimbulkan kericuban
dan pengrusakon jugn nkan merusak citra maha-
siswa schagai kaum intelekmal yang harusnva

| Kemerdekuin (kats bersha) hebebasan di saat sescprang
menigpathan hak wniok mengepduliban dinnya semdini
kanpa camipslr tangan arang Inkn don s tidak bergnniung
pads orang b b Gitps vkl wilipediaorgwikh Ths-
ks Ulsena danpgel |8 Desanber 3014
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punya ide atoupun pendapat scsani limuwnys te-
tapi jugn menimbulkan kersuhan, Kerdsuban
terschul mungkin haksn mahasiowa yang mela-
kukannya, Tetepd Karena komng jelinve perga-
wasan yang dilikukan oloh mabosiswa yang
melakukan demonstrasi temebal bisn-biaa mere.
kn ditunggangi olch orang-omig yang tidik ber
tanggumgawah schingga legudi kenicuhan.

PPama pibak vang melakukon demonstrsy
berpendapat hak seliap onug untik menyam-
pizikan pondopatnya dimuka umum, Tetapi pars
demonstrans  lidak  mempertimbangkan  hak
orang lain vang terganggu akibal demonsinasi
yeng merckn lakukan, Sebetalnya kit juga pri-
hatin dengun demonstrasi vang dailakukon ma-
‘syarakat klusus para pekerja, karena yang di-
tuntit masih schatas aturan yang berlaku, hanya
sajn kurang steatepi sehinggs ada pihak lain
yang erganggu.

Penmnsalaban pekerjn dijadikan kegiatan
politk dalam Pilksds, sesamn empuk untuk
mendongkrik suarg calon denpan menjanikan
kenaikan opah minimum untuk pura pekerja o
wilayah tersebut [Mada tabun 2011 upah mini.
mum di Bekist ditctapkan oleh [ewnn Pengu-
pabiu sesuni keinginun organisasi pekerju. kan
tetapi Apindo menolaknya dan tdak sctuju fer-
hadap penstepan besaman upah minimurn sesai
tuntulan organisasi pekerja, schingga penolakan
tersebut dilukukan oleh Apindo dengan menga-
Jukan gugstan ke PTUN. Uniek mencapai tujo-
annya serikat pekerja/serikul burubi beserta para
pekerja di Bekasi melakukan demonstrasi besar-
besaran dengam memblokir jalmn ol schingga
terjadi kemacetan dimana-mana. Namun dalom
kondisi demikian Pemerntah tidak bisa berbuat
Apa-ap,

Padn tabin yang sama serikot pekena/sens
feat burubs df Jakarta juga metuntut upali mini-
mun scjumilah Rpo2 2000000, <bulan, Dan hal
ini dikabulkan oleh Pemenntah Proving DE]
Jakarta, pada hal pada tahun tersebut hosil sur-
vey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih di
bawah Ry | 8000000~

Kemudian serikat pekerja/serikad blrub
melzkukan demonstrasi kembali secara besar-
besaran, miercka menunivt upah minimom din
dibapuskainya perfatijian kerja wakiu lerieniu/
catseonireingy, Tetapi opa yang dituntul pekerja
seporti angin {aly, karcna simpai saal inh masa-
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Inh perjanjinn herja walot tormenti dun etveer-
cing tiduk hilang dan tetap diberlakukan kepeoda
pekerjo oleh pihak pengusiha, Tonggal 24 No-
vemther 2015 sampai dengan tamgial 28 Novien-
ber 2015 vang lalu pars pekerjn dan seriknt pe-
kerga melnkukon demosstaisi kembali dan tumtut
para demonstrans masih masalah wpah mini-
i alan menolnk Peraturen Pemerinial Nomar
7% Tahun 2005 wamng Pengupahan.

Komdisi pare pekerja yang dipekerjakan
dengan sistem perjengian kerga wakin terenn
PEWT, disamping upahnys bormasalah ada ju-
g hak-hak pekerja vang sudah distur dalam pe-
rturan perundang-undange yvang beriaki tdak
diberfakukan aleh pihak pengusaha seperti over
time, Jamsostek dan pengobatan, serta pemmuiu-
am hubungan kerja'phk tmpa prosedur dengan
nlasan PRWT sudah herakhir. Di dalam proses
perekrutan pekera, pados umomnya pergusala
menerima pekerja ado yamg melnlul perusahaon
biin, tedapd ada jupa yang i terimd Jangsung
oleh perusaluan yang mempekerjakan ennga
kerjn tersebut. Dan upsh minimum menjadikan
standar wajib bagi pengusaha dalam menghargai
jusa pekerjs meskipun musa kenu para pekerja
tersehut sudah di atas 10 tahun,

Pelaksannan demonstrasi vang dilakukan
serikal pekerjwserikal bursh dengan memaksa
pekerjn diperzsahaon lain uniuk mongikuting,
kondist demikian membunt kegaduhan antira
penderno dengan satpam diperusahaan  lain
yang memang punya kewajiban untuk menjagy
keamanan diperusahaan tempat dia bebena

B. Pembahasam Masalah

Sehagaimann dinamuskan dalam alines ke
empat Pembukoan Undang-Undang Dasar [943
babwn:”™ Pemerintahan Negara Indomesia melin:
dungi segenap bangsa Indonesis dan selurub
mmpoh dormh Indosesin don wntuk mennjukan
kesgjahieraan imwm, mencerdasian kehidupan
bongss dom ikul meloksanakan keteriboan dunis
wang berdasarkan  kemerdekaan, perdamabin
shadi, don keadilan sosiel, maka disusuniah ke-
merdekann Kebangsaan Indoiesia dalam. sty
Unnikmg-Unilang Dasar Megana Indonegsia®™,

1. Tentang Demonstarsi
Kemenlekann berserikat don berumpul,

mengehuirksn pendapot pikiran dengan lisan
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dan tehisan ditctapkan dengan undang-undang,
sebagaimana dirumiskan dalam Pasal 38 Un-
dang-Undang Dasar 1945, Selanjuinya Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan,ying herben-
tk Republik dan Kedaulatan bernda ditsngan
rakyal dan dilaksanakan menunn UndongsUn-
dang Dasnr, Dan Negard Indonesia acalaly Ne-
gara Hukum, schagaimans dinmuskan datam
Pasil | Undong-Undiang Dasar 1943
Negara hukum yang dikembangkan bukanlah

alvalute rechtsstaal, melamicm democratiiche
rociixstat {negarn hukum vang demolkratis),
Konsckuensi negora hukum yang  demokratis
adalzh adanya supremasi kanstitusi schagai ben-
tuk peluksanaan demokrasi, Akan tetapi, lebih
dari sctengnh abad kemerdekaan, pembangumn
sistem hukum nasional belum juga sclesai, |-
laly “belum selesai™ dimaksud adaleh bagsimana
menadikan negara hukum itu schagai organisasi
yang secaru substansial puunpy menjadi rumah
ving menyennngkan,  menvejahterakon, dan
membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum o
diciptakian bukanlah semata-mata untuk menps-
tur, tetapi Iehih dan itu, untuk mencapai juan
lubur, yakmi keadilan, kebahagiaan, dan kese-
Jahiermm mkyat. (Satjipto Rahardjo,2003)°.

Puids zoman onde baru banyak orang me-
nilai kaliu di Indonesia tdak ada kebebasan, hal
i permah Penulis rasakan sewakin i Belgia
Mereks menyvatakon kalau Pemerintah Indone-
sin melanggar Hak Asasi Manusia karena tidak
bebas mengemukakan pendupat Ji mukn umum
dan tidak bebiws mendirikan orgnmisasi pekena.
Sant itu penulis melihat kondisi masyarakat di
Belgia yang bebas melakukan demonstrasi do-
lam menuntut haknya, meskipun hal tersebut ha-
nya dilakukan oleh sckelompok orang. Dan pe-
nulis melihat kondisi demonstrasi vang merckn
lakukan terscbut sangat anch dan tdak menarik
bags penulis, namun hal tersebut sekamng tera-
i 'di megara kit tercinta ini.

Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945 diromuskan, sdanya kebebasan berseérikat
dan berkimpul, mengeluarkan pikiran dengan

" Gurdd Flo, Pembangunan Shetem Hokum berkeadilun,
dnlaim PMustaka Memahar [Tukom darf konsttuke sampal
Imphomentusi editor Saye Arimano dan Nk Triyanli
Ar, Kurmpulin Tidisan dalaim Mempesingan 40 Tubug
Zudin Anl Fakudlih. Penerbiv Radpawali Pers, Jakosa
0, sl T

farsup

lisan dun tulisan dan schagaimana ditetapkan
undang-undang. Pada zaman onde bam kebeba-
san tersebut distur khususnya pekerja vang inkan
melakukan mogok kena. Setiap pekeria yung
akan melakukan demonstrasi hams terlebib da-
hulu mendapatkan izin dari Panitia P\:n?clnnaim
Perselisthan Perbundhin Dacmh/ PALY™, Selama
yang penulis ketshal tidsk pernah Panitia Pe-
nyelesaian Persclisihaa Perburuhan Daerah/P4D
mermberikon fzm kepada para pekera aaupun
serikul pokergn untuk melakukan demonstrasi:

Justry jika terdapat sumt permohonan 1zin
demonstrast vang disjukan oleh serikat pekerja
atuupun pekerja kepada Pandtia Penyvelsaian Per-
sehsihan Perbunthan Dacrab, menjadi kerja ke-
s pemerintah untuk scgera menyelcsaikan ma-
suluh para pekerin terscbut. Sehi pam pe-
kerpa tidak melakuban demonstras:,” Akan tetaps
Jika tentutan pekerja sty tuniutan serkst poker-
ja berlehiban den tidak wle stwran hukumnya,
maka pemerintah akan memberikan pengertian
shan prosedur yang harus dilakokan. Jika pekerja
ataupun sorikal pekena tetap melakukan  de-
monsteasi, maka mercka akan  mendapatkan
sanksi.

Proses pembentukan serikat pekera di za-
man orde baru dizr dalam Keputisan Menaker
Nomor 438, vaitu bagl pam pekeria yang ikan
membentuk serikat pekera persyaratan utama
harus disetujul oleh para pekerju diperusahiann
tersebul sqyumlah 5026 dimmbah satu dari jum-
lah pekerin yang ada di peruzahaan dimaksid.
Sebelum dilukukan pembentukan senkat peker-
ju. pemenintah dan perangkal organisasi pekerja
memberikon pengarahan fentang hak dan kewa-
jiban mereka seriu prosedur pembenmuikannya.

Dengan berubahnyi sistem pemerintahan
dard zaman Orde Baru ke zaman relormast, ma-
syatukal merasa bebns vai diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 wntang

Kemerdekaan Menyampeikan Pendopat di Mu-

ka Umum den Undang-Unding Nomor 21 Ta-

" Datur dalam Undsog-Undung Nomor 22 Tabas 1357
Iﬂllnﬂ.g Penselesnmain Pevselisihan Perbuiiibain.

' Uijuk mse mog demasnrman (“demo™) adalal eetmah
gurnkam pentes yang dlilskukan sckumpulon omng di
Yudupan uemm, [ d wikipyeio cog wibd Unlub_ g
1B Digspivber 2015, 1 dalem Kamus halasa Indonesia
domeratrasd lolabi  pernyatnnn proics yang dikemukakan
soanrs wmassal, Pranabs (k) bbb pebod demons-

Drpdi. | & Desensher 2015,
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hun 2000 tentang scrikat pekera/serikat hurul,

orgnnasi pekerjn clkup noudah
hanya 10 orang tenage kerja dan hisa dibenik
dimana sajs. Selanjuinys dopal mencatatkan na-
ma. organisasi tersebud ke instmst pemerintah
wang herunggungiawab dibidang ketenagakerjs-
an.

Selunjutnys prosedur megok keria yang
akan dilakukan oleh pekerja msupun serikal pe-
kerja/'serikat buruh’ dintor dalam Pasal 137 Un-
dang-Undang Nomaor 13 Tahun 2003 1entang
Ketenagukerjaan, bahwa, “Mogok kerja schagai
hak dasar pekerjaburull din serikat pekerfa
serikat buruh dilakukan secara sab, wrtib, dan
damal sebagni akibal gagaluyve perundingan”™.

Bagi pekerja/burh don‘aton senkat peker-
ja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pe-
kerjaburub Jain otk mogok kerja padn ssal
moguk kerjz berlangsung dilakukan dengan -
dak melanggar hukum, Pekerpsuruh yang dia-
jak mogok kerjn sehagaimana dimaksud dalsm
aynt (1), dopot memenuhi atan tidak mementhi
ajnkan terschut, dintur dalamn Pasal | 3% Undang-
Undlang Nomor |3 Tabmn 2003 1entang Ketene-
gakcrjaan

Pelaksanaan mopok kerjn bagi pekerjabo-
ruh yang bekerja pada perusabaan yang mela-
yani kepentingan urmum danatin perusahaan
‘yang jenis kegiatannyas membahayakon kescli-
matan jiwa mamisia diatur sedemikian nipa se-
hingga vdak mengmangin Kepentingan umum
danintan membahoyakan  Keselamatan  orang
lain, schagnimana dirmuoskan datam Pasal 139
Undimg-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Salidaritis mogok kerja ynng permah dila-
kukan oleh dokier terhmlap rekannys yang dipo-
iskun pidinn, tindakan parn dokrer wersehur me-
langgar Pasal 139 Undang-Undang Ketermgea-
kerjaan jo, Pasal § Peraturan Memeri Tonags
Kerja Nomor: KEP. 232/MEN2ZMHI Tentang
Akibat Hukum Mogok Kerja Yung Tidak

! Gerikat PekeriaSerdknt. Burih falah organisash yang di-
Bentuk unri, oleh dam wunil pekerjachiorly haik di e
sumsthann maupe di liaer povidaliing, yang bserilai, bet,
serbuka, imatdin, demkessd dan bertmngging ja-seb g
an metnperjuangkin, membeli, serta wehmbangh hak dan
Kepentingan pekerjaborul serts mmunghatkan kescinhiz-
o=l pekerjy'burh dan ketmrgunya, Fussl ©ayat il ) Un:

nding Nomor 21 Tebus 200 fikang Setikal
Pkt Seriliat DBarub,
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Sali. Berdusarhan bhal tersebut pelierja thdak
berbink untuk mendapatkan upah selama me-
lakukan mogok kevja. Dun apahila mogek ker-
ja terschut dilnkukan sampai dengan 3 (lima)
han makn pekerfa dianggap mengundursin din
Untuk kategon mengundurkan divi terpenubi
apobila pengrsaha sudah melakukun 2 kaly pe-
manggilan secarm puiil.
Berdasurkan Pasal 140 Undang Undang
Nomor 13 Tabun 2003 tentwig Ketetagakes-
juin, mengane proses pelaksanasn mogok kena
yunsg ikl odeh peratumn perimdarg-Uidanps
yang berlaku, diantaranyn karis memenali per-
syaratan yaiin :
(1) Mekerja b dan serikat pekerja’scnkint
burnah wailh mombeniahukan secarn Ler-
tuli= kepada pengusaha dan instans yung
berangzung jawab i bidang ketenaga-
kergoun  solempal  sekumng-Kurapgnya
it waktu T (ujub) hori kero sebelum
migok kora dilaksanakan;
{2} Pemberitihuan  sebagamana  dimnksad
dalurm aval (1) sekumangkurangnya me-
GRS
n wakt {hart, tanggal, dan jam) dinm-
li ifam ehbabchin rioeok Kerjud

b tenmpul imogok ko

¢ wlasan den schiab-sehab mengapa ha-
rus melahudian mogok kerga; dan

. tmcla tangenn ketvm dags sekretaris dan
‘mtan mesmg-masing ketua dJisn sk
rotarts serikal pekerjn/serikst burnh
sebagnl  ponangiung jawah moygok
ket

{3y Daliom lul mogok keda akai diizkekan
alch pekerjaburub yang. tidak menad
argpinta  seriknt pekerjaserikat burnh,
mka pembgritalisan sebagaimana -
maksud dalam aval (2) ditands tangani
oleh perwakiten pekenaboiruh yang di-
turpuk sebapnl koordinator dun‘atog pes
nanggung jewab mogok Kerjn

(4 Drlamey ha! mogok kerja dilakukan tdak
sehagrimang dimaksnd datam aya (1),
maka demi menyelimathan dlid produks
dan sset perusahonn. pengusaha  dupat
mengambil tindakom semendtam dengan
Zam
a. melwang paro pekenaburah  yang

mogok ketia hernda di lokasi kopia-
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lan proses produksi; atag

b. hila dianggap perlu melarang peker-
Ja'bunih yang mogok kenn berada di
lokasi perusahasn.

Instansi pemerintah dan pihak perusahaan
yang menerima surat pemberitahuan mogok kee-
Ja schagammang dimaksud dalam Pasal 140 wa-
jib memberikan tands terima. Sebelum dan sela-
ma mogek kerja berlengsung, instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenngakerjaan wa-
Jib menyelesaikan masalah vang menyvebabkan
timbulnya pemogokan dengan mempertemukan
dun menumdingkannyn dengan para pihak yang
berselisih. Kondisi di lapangan rumusan pasal
dimaksud tidak dilaksanakan oleh instansi dibi-
dang ketenagakerjran maupun pihak pengusaha,
meskipun rumusan pasalnys bersifat wajib. A-
kan telaps wajib yang dimaksud tidak diberikan
sanksi hukumnya terhadap pengusahn maupun
pejabal yang bertuges di instansi pemerintah
vang bertanggungjawab di bidang ketenagaker-
jaan. Sikap pemerintah  yang  mendiamkan
permaselahan pekerin bisa tenadi pengrasakan,
tetapi ada yang berjalan secara damuai.

Jikn demonstrasi dilakukan scsuai rumg-
san Pasal 137 Undang-Undang Ketenaga kerja-
an, palisi tidak bolch membuabarkan pekerja
dengon alasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998,

Sclanjutnys dalem hal perundingan seba-
gaimana dimaksud dulam Pasal 140 avat (2)
menghesilkan kesepakatan, muks harus dibuat-
kan perjanjian bersama yang ditandatangani
oleh para pibak dan pegawai dan instansi yang
bertanggung jawab di hidang ketenagakerjaan
sebagai saksi. Apabila perundingan schagaima-
ne dimaksud dalam avar (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, makn pegawni dari instansi vang
bertanggung juwab o bidang ketenagnkerjaan
segern menyerahkan masalah yang menyebab-
kan terjadinys mogok kerja kepada lembags pe-
nyelesainn  perselisihan hubungnn  industrial
yang berweonang,

Dengan berlakunys Undang-Undang Ne-
mor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perss-
listhan Hubungan Industrial remusan pesal di-
maksud tidak dapat dilaksanakan, Justru para pi-
hak atau salah satu pihak yang mengajukan gu-
gatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Se-
lanjutnya berdasurkan kesepekatan stas dusar

LTS

perundingan antara: pengusahn dengan - serikat
pekena/serikit buruh st penanggung jawab
maogok kerjt, mogok kerjn dapat diteruskan atiu
dihentikan uniuk sementsrm atwy dihentikan sa-
ma sekali.”

Dengan adunya undang-undang kemende-
kaan menyampaikan pendapat di muka umum
para demonstrans ada yang melukukan demons-
trasi menurmup jalan tol, melakukan kekerasan
dan merusak fasilitas umum. Tindakan demons-
trans tersebut sudah keliru dalam menafsickan
kebebasan menyampaikan pendapat di muka
umuim sebagaimana dirumuskan dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemer-
dekaan menyampaikan Pendapat di Muka U-
mirm. Karena ada hak omng lain yang tergang-
gu serta terdapat kerugian akibat terjadi pengru-
sakan dan kekerusan yang dilakukan olch para
demonstrasi ferschut.

Schingga para demonstrans serikat pekerja
sudah melanggar Pasal 140 Undang-Undang
Ketensgakerjaan, Undang-Undang Nomor 9 Ta-
hun 1998 seria melanggar Undang-Undang No-
mor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
i dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No-
mor 39 Tahun 1999 temtang HAM meromuskan:

"Hak Asasi Manusia edalah scperangkat

hak yang melckat pada hakikat dan keber-

adsan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung ting-

gi dan dilindungi olch negars, hukum dan

Pemernintah, dan setiap orang demi kehor-

maten serta perlindungan harkat dan mar-

tahat manusin®.

Selanjutya dalam Pasal | ayat (6) meru-
muskan:
“Pelanggaran hak asasi manusia adalalb
setinp perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik dise-
ngajs maupun tidak sengaja, atou kelalai-
an yang sccara melawan hukum mengura-
ngi, menghalangl, membatasi, dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh
undeng-undang ini, dan tidak mendapar-
kan, atau dikhawatirkan tidak akan mem.

* Pasal 14] ayel (%) Undang-Undsng Nomor 13 Tabhen
2003 tentang Kesenagakesjann.
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peroleh penyelesaian hukum yong adil dan

benar, berdasarkan mekanisme  hukum

yang berlaku™,

Di sumping melanggar Undang-Undang
WNomor 39 Tahun 1999, demonstrans: jugn me-
langgar Undang-Undang Namor 9 Tahun 998
tentang Kemerdekaan Menyampailan Pendapat
di Muka Limum dinntamnya.

Pasal 1 ayat [ 1y Undang-Undang Nomar 9
Tahun 19498 memmuskan:

“Kemerdekasn menyampaikan  pendapat

ying dimsksud dalam Undang-Undang

Momar 9 Tahun 1998 sdalab hak setiap

warga pegara untuk menyampaikan piki-

ran dengan lisan, iz, dan sebagainva
sccara bebas dan bertanggung jawab sesu-

i denyan Ketentuan peraturan perundang-

undangan vang berlakn. Sclanjunya pada

ayul (3} meromuskan fentung unjuk rasa

atau Nemonstrasi adalah kegiatan yang di-

lakukan ole¢h szorang atuu lebih untuk me-

ngeluarkan pikiran dengan lisan, wlisan,
dan sebagainya sectra demonstradit di mu-
ka iimum®™.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1998 merumuskan bahwa: “Komerde-
kaan menymmpaikan pendapal df muka umum
dilaksanakan beriandaskan pada™

a.  nsas kescimbangan antara hak dan kewa-
jiban;
asas musyawarnh dan mufakag,
asas kepastian hukurn dan keadilan;
a8 profesionalitas; dan
e_ asks manfaat,

-

Pemerintah memberlakukan Undang-Un-
dang Nomor 9 Tahun 1998 dengan mjuan pe-
ngatiray tentang kemerdekaan menyompaikan
pendapat di muka umum adalah |

a. mewujudkin kebebasan yang bertang-
gung jawab sebagai salah sotu pelaksas
onpan hak psasi munusia seswn dengan
Pancasila dan  Undang-Undang  Dazar
1945,

b meéwnjudkan perlindungan hukum vang
konsisten dan berkesinambungan dalam
menjamin kemerdekaan menyampaikan
pendapat;

¢. mewujudkan iklim vang kondusif bagi
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berkembangnys partisipasi dan kreativi-
fus sefiap warga negara schagai perwiiju-
dan hak dan umgpurg jawab dalam kehi-
dhipan herdemokrmsi;

d. mencmpatkan linggung jawaeh sosial da-
lum kehidupan bermasyarakat, berbang-
sk, don bernegura, tanps mengabaikan
kcopentingan perormngan atan kelompok.’

i, Hak dan Kewajiban Demonstrans

Di dalam Undang-Undang Nomor § Ta-
hun 1998 wentong Kemerdekann Menyampaikan
Pendupet di Muka Umam, dintur bak dan kewa-
jiban pendemo agar demonstras dapar melaku-
kan aktifiasnya denpon tklak merupilam . pibhak
loi. Sebamrmann diromuskan dalam Pasal 5
Unglng-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa:™
Warga negara yang menyampaikan pendapat i
uka tmm berhak wmk -

a. mengeluarkan pikiran secara bebas:
b, mempersleh perhindungan hiikum.

Di samping hak pendomo mda jugs kewaji-
ban pendemo yang wajib dilaksanakan sebagai-
mang dimpmiuskan dalam Pasal 6 Undang-Un-
dang MNomaor 9 Tahun 1998 yaine™ Warga ne-
gara yang monyompalksn pendapst & muoka
umum berkewajiban dan bertainggung mwab on-
fiik

&, menghommatl  hak-hak  dan Kebebasen
orang b,

b, menghommati aturan-amran motal yang
skl umum;

. mentastl hukom dan ketentuan peraturnn
perundang-undangan yang berlaku;

d menjoge don  menghormati  kemmamun
dan ketertiban umum; dan

e menjuga keituhan persaiuan dan kesatu-
un bangsa™.

i dalam penyampatin pendapat di muka
umum masyarakal juga berhak berperan serta
ikt bertanggungjawab untuk herupayas agir pe-
myampainn pendapat 3 muka umum dapat ber-
langsung secarn aman, tertib, dan damai (rumu-
gan Pasal B Undang-Undasg MNomor 8 Tahun
1998 tentang Kemendckaan Pemvampaian Pen-
dapat di Muka Umum.

Agar hak dan kewagiban tersebut dapar di-
lnksnanakan schagaimana diramuskan dalam pe-

" Passl 4 Uniangg: Ulecdaryg Momor 9 Tl 1998 (epiapg
Borrerdekaan Menyampaikan Penatopat dimuks Unm
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ratran perundung-undangan yang berlaku, diti-
kukan pengawasan demonstrans oleh
potugas, scammi Pasal 7 Undang-Undang Nomor
9 Tabun 1998 bahwe" Dalam pelaksznasn
penyunpaian pendapat di muka umum olch
wiargs negara, aparpiur pemerintah berkewaji-
ban dan bertanpgung jawab untuk

a, melindungi hak asasi manusia;

b. mengbargal asas legalitas;

¢, menghargai prinsip praduga tidak bersa-

fuh; dan
d. menyelenggarakan pengamanan,

b, Bentuk-Benrok dan Tarta Carn Penyam-
paian Pendapat di Muka Umum

Setiap onng ymg akan melokukan pe-
nyampaian pendapal di muka umum (sebagai-
mana dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Un-
dong Momor @ Tabim 1998) dapat dilaksanakan
dengan berbagni bentuk diantaranya:

2, ‘unjuk rasa atou demonstrasi;
b, pawni;

¢, rapat wmuam; dan atay

d. mimbar bebas,

Penynmpaian pendnpat i muka wim se-
bagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat-
fempat ervuka ustuk wmum, kecoali

a, di lingkungan istann kepressdenan, tem-
pat ibadah. instalasi militer, rumah sakit,
pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta
api, lerminal angkutan darat, dan obyek-
obyek vital nasional;

b, pada hari besar nasional.

Pelnku atau peserta penyampaian penda-
pat di moks wmum scbagaimana dimaksud da-
lami ayat (1) dilarang membawa benda-benda
vang dapat membahayakan keselamatan wmm,

Di dalam Pasal 10 Undang-tindang No-
mar % Tahun 1998, Penyampuian pendapat di

muka umum wajib diberitohukan secara tertulis”

kepadn Polri oleh vang bersangkutan, pemim-
pin. atau penanggung jawab kelompok. Pembe-
ritathuan dimaksud selambat-lambatnya 3 x 24
(tiga kali dua puluh emput) jum sebelum kegia-
tan dimulai telah diterima oleh Polri setempat
Pembentohuan secara tertulis schogaimana di-
makaud dalam ayat (1) tudak berlaku bagi kega-
tan ilmiah di dalom kampus dan kegiatan kea-

Sﬁm pemberitihusn sebagnimana dimak-

sipd dabiwrn Pasal |0 pvat ) momisl

maksud dan tojunn;

tempat, lokasy, dan rate;

wiktu dooy Larmg

bentuk;

penanggung jawaly;

nama dan alamat organisass, kelompok
Al perorangan;

glat peraga yang dipérgunakan; dan atau
Jumilah peserta

oo

=,

Il. Tentang Upah minimum

Upah adalah hak pekerjuburoh yeng dite-
rima dan dinyaakan dalam bentuk uang schagai
imbalan dari pengusaba atau pemberi kerja ke-
pada pekerjinburuh vang ditctapkan dan diba-
yarknn menunil siotu perjanjian Kerju, kesepa-
katan, aton peraturan perundang-undangan, ter-
masuk tunjsngan bagi pekerja/buruh dan keluar-
ganyn mtas suaty pekerjnan don‘stan jasa yang
telah atau aknn dilakukan *

Megard Indonesia adalabl Kegara Hukum,
yang menguncdung pengertion bahwa Negara In-
donesia adalah Negara yang menegakan Supre-
masi [ukum yntuk menegakan Kebenaran dan
Keadilan, dan lidek ada kekuassan yang tidak
doapat dipertanggungjawabkan (Akumrable) da-
lom rangka mewujudkan cita-cita luhur, Pem-
bentukan Konstitusi Negars Kesatuan Republik
Indonesin sepert vang ercantum dalam Pembu-
kaan (Mukadimah) UUD Republik Indosesis
Tahun 1945 beserta Perubahannya, pada nlines
ke-4 yaung menvatokan

"Kemudian don poda o uniuk memben-

fuk suam Pemerintaban Negara Indonesia

yang melindung segenap Bangsa Indone-
sin dan selurul Tumpah Darsh Indonesia

dan untuk memajuken Kescjahteraan U-

mum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,

dan lkui Melaksanakan Keteriban Dunia
yang berdasarkan Kemerdekaan, Perda-
maian Abadi dan Keadilan Sosial.”

Selanjutnys  untuk mewujudkan citi-cita
memajukan Kesejateraan Umum dalam anti me-
ningkatkan taraf hidup rakyst pada ummnnva

* Darwati, Merlinchungien Mrokum Kertar Imdoutetia
{TKL, Jakeris: Cintys Press, Ji4, him 36 sehagaimana
diramuskan dalom Pasal | angka 30 Undeng-Undang
Wosmar 13 Talun 2003 wentang Ketenagikerjaan
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dan taral” hidup pekerja pads khisusnyn, Lin-
dang-Undang Disar Negar Republik Indonesia
delam Pasal 28 DY ayst (2) telah meneguskan
“setinp omng berhak umtuk bekerja serta mends-
pat imbalan dan perlakuan yang adil dan Inynk
dalam hubungan kera”,

Untuk memenuhi amanm Konstitusi din-
1as, Pemerintah telah menetapkan berbugai pro-
duk hukum di bidung ketenngakeriam dumnta-
nya: ([} Kebijokan Pengupahan antara tain yang
mengatur tentang Pengupahan sebagaimonn dis
rumuskan dolam Undang-Undang Nomor (3
Tahun 2003 tenteng Ketenngakeriaan jo, Pe-
raturan Menteri Tenaga Kerjn Nomor; Per-0]/
MEN/1999 tentang Upnh mininmm jo Perturm
Menteri Tenaga Keru Nomor PER-17/MEN/
VII2005 tentang Komponen Pelaksanaan Ta-
bapan Hidup Lavak vang sudah diperbahiansi
dengan Peraturan Mesteri Tennga Kern dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Komponen dan Pelaksanaan Talkipan Hidup La-
wak,

Sistem pengupshan yang dijalankan oleh
Pemerintal dan menetapkan fentung Pengnturan
Upah Minimum seperti yang diatir dalam Pasal
88 Awat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun
<003 temtang Ketenagakerjun vang menetapkan
bahwa Pemerimtah mengeluarkan Peraturan 1en-
tang Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dan dengan memporhati-
kan Produktivitas dan Pertumbuban Ekenomi
agar Penjabaran  Kebuuhan  Hidup Layak
(KHL) dopat terlaksans, moks selanjumys Pe-
merintah telab memberiukukan Peraturan Men-
teri Tenaga Kerja dan Transmigarasi- Nomor
Per - 13 Tahun/201 2 1entang Komponen dan Pe-
laksanasn Tahapan Pencapaian Kebumhan Hi-
dup Layak.

Pemenintah  menetapkan upah minimum
schagaimana dimaksud dalam Pasal 88 aval (3)
huruf & Undang-Undasg Ketenagnkerjaun her-
dasarkan kebutuhan hidup lwak dan dengun
memperhatikan: produktivitas dan. pertumbuhan
ckonomi. Kebutuhan Hidup Layak [KHL yaili
staniclar kebutuhan yang hars diponuhi oleh se-
orang pekerivburuh lnjang wnk dapat hidug
layak baik secara fisik, non fisik dun pogial iin-
tuk kebutuhan hidup sow bulan Pasal | ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerjn dan Transmig-
rasi Nomor. Per - 13 Tuhun 2012 tentang Mom-
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prnen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuban Hidup Layak schelummys dintur d-
lam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-
migmsi Republik Indonesia Nomaor © PER-17/
MEN/AINZ005

KHL sehaga dasar dulem penctapan upah
mrnimum merupakan peningkatan dari Kebum-
han Hisdup Minimum (KHM). Dengan perkem-
bangan weknologi dan sosial ckonomi vang pe-
sal, timbul pemikimn bahwa kehidupan hidup
pekeria berdasurkan kondis! “minimum™ perlu
diabah  mentndi  Kebutuhan Hidop  Lavak
(KL}

Schagii pelaksangan dan Pasal 89 avi i)
UL Mo, 13/2003 tentang Ketenagakeriaan maka
kamponen ser pelaksanann mhapan pengapai-
an kebutuhan hidop laynk schagaimana dianr
dengan Kepofusan Menteri Tengga Kcrja Mo-
miwr: B1MEN 1995 1elah diubab din dicesuai-
kan melaln Peraturan Menteri Tenagu Kerja
dan Transmigrasi Repubdik Indenesia Nomaor -
PER-1T/MEN/VIII2005 tentang  Komponen
dan Pelabsanuan Tihnpan Pencapaian Kebuty-
han Hidup Lavak selanjinya dilakukan peroha.
han hernbali berdesarkan basil penelitian dani 8
{ddedapan) Provinsi

Pencigpan upah minimum menggunakan
46 (empat pulub enarm) komponen KHL yang
termuat dalom Peramran Menter Tenagn Kerja
dun Transmigrasi Republik Indonesia Nomar -
PER-1 TMEN/VIIL2005 juga dianggap tiduk
objeknl lag, kirena kenaiken upah minimom
tahun 2011 ticdak sebanding dengan laju harga
kebutubhan hidip terutama sembake

Berdasarkun hasil penelitian dilakukan pe-
rubahmn yang schelumnya terdapat 46 {empat
pulub enam) komponen KHL ditinghatkan men-
jadi &0 (ennm pulub) nilai KHL sehagimnna di-
rumuskan dulam Peratiran Menteri Toraga Ker-
i dim Transmigarasi Nomor. Per - 13 Tahun/
2012 tentang Komponen dan Pelaksanann Tala,
pan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak,

Nilai KHL merupakan nilai yang dipero-
leh metlum survey harga yung dilakukan aleh
tim vang terdicl dart wisir inipartit vang diben-
tuk oleh Ketun Dewan Pengupahan Provinsi dan
atm Kabupaten/Kots. Dewan Pengupahan Pro-
pinst dan'otay Kabupaten Kota adalah susty
lentbags non struktural vang bersifat trspatit, di-
bentuk oleh Gobermnur atau Bupati atan Walikots
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dan bertugas memberikan saman serta pertimba-
ngan kepads Gubernur atan BupatiWaliketa
dalam penctapan Upah Mimimum, Milai KIHL
terschat akan dipergunakan schagi salah satu
bahan pertimbangan dalam penetapan upish mi-
nimuim bagi pekerja'burub dengan missa kenja
kuring dari 1 (satu} tahun

Dalam menctapkan upah minimum, Gu-
bermur memperhatikan‘mempertimbangkan pro-
duktivias, perrumbuham ekononn dan usaha pa-
ling fidak mampu (marginal) serta saran dari
Dewan I"engupahan Provins)’ KabupatenKota,
Produknvites merupakan hasil perbandingan an-
tara jumlah Produk Domestik Heponal Bruto
(PDRB) dengan jumiah wenaga kerja panda perio-
de yang sama, sedangkan pertumbuhan ckonomi
merupakan pertumbuhan nilai PDRB.

Secara filosofi Upah Minimum disnggap
sehogii jaring pengarman (safeh nef) tidak lagi
berfumgsi =ebagaimina mestinya, karenn scha-
glan kalangan pekerjaburuh beranggapan upah
miam selalu di tuniul entek neik. Mendikan
Upah Minimum harus memperimbangkan ting-
kot inflasi. Menatkan Upsh Minimum sangni
herpotenst menjadi Triger atan pemicu akan ke-
naikan hargs barang, yang berimplikasi lang-
sung pada Stabilitas Ekonomi Nasional.

Upab minimism adilah upah bulanan te-
rendah yang terdiri dari upnh pokok termasuk
tunjangan telap, sebagaimana dirumuskan dalam
Peraturan Menterl Nomor: PER-01/MERN/1999
tentang Upah Minimum. Pemerintah hanva me-
ngatur upah yang paling rendal/upah minimum
provinsi kabuapaten'kotn dan bukun upah yang
tertinggi, dengan twjusn untuk melindungsn bak
pekerja supays pengusaha nidak berbuat seme-
pa-mena dan upaly tidak melorol,

Upaly mimimum - tersebut banya  berfuku
untuk misa kevja 0 54 1 tahun dan untuk peker-
ja vang berstatus lajang. Upab minimom tendiri
darl upali mintmim berdasarkan wilayah pro-
vinsi atau kabupatenkota, dan upsh minimum
berdnsarkan sector pida wilayah provinst st
kabupaten kotn. Mengusaha difarang membayar
upah lehih rendah dan upah mini-mum.

a. Kebijakon Pengupahan

Pengaturan pengupaban yang  ditetapkan
atas kesepakaton amtar pengusaha dan pekena
atay serikal pekerja‘zerikat buruh tidak boleh |e-

e Fereali

hih rendah dari ketenfuan pengopahm yung di-
tetapkan olch pemturin - perundang-undangan
yang berinku. Pengusaha menyusun strukiur dan
skila upah dengan memperhatikan, jabatan, ma-
=1 kerja, pendidikan dan kompetensi, vang se-
mimnya akan ditinjau secara berkala dengan
momperhatikan  kemampuan  perusahuan  dan
produktivitas,

Perhitungan Upah Minimum pads awal-
nya dihitung berdasarkan kepada Kebutuhan Fi-
stk Minimum (KFM) kemudian terjodi peruba-
han berdusarkan KIM. Namun penctapan Upah
Minimum berdasarkan KHM juga mendapat ko-
rekst cukup besar dari pekerja yang berangga-
pan, terjadi implikasi pada rendabnya daya beli
dan kesgjahterasn masvarakat terutama padn pe-
kerja vingkat level bawith, Pada nkhirnyr kondisi
“minimumn” peda Kebutuhan Hidup Minimum
diganti menjadi  Kebumuban Hidup Layak
{KHL}).

Pengusaha dilarang membayar upoh lebih
rendah dari Upah Minimum, Perusashasn yang
tidak mampu molaksanakan kototapan Upah Mi-
nimum diater juga delsm Kepumsan Menten
Tenaga Kena dan Transmigrasi Republik Indo-
nesis Nomor KEP-226/MEN2000, pasal 19
ayval 2 permaobonan penangguhan pelaksnnnmn
Upah Minimum diajukan kepada Gubernur me-
laiui Kepala Kantor Wiliyah Depariemen Tena-
ga Kern/Instansi Pemerintah yong bertunggung
Juwab di bidang Kotenagakerjaan di Propinsi.

Permohonan tersebut tidak dengan serta
merta dopat disetujui oleh Gubermur, totapi me-
lalui prosedur dimana Gubernur dapat meminta
Akuman Publik untuk memerikss keadaan kewn-
nggan Eung pembukian ketidak mampism peni-
anhasn. Pengeluarun stis hiaya Avdivpemenk-
sam dimnggung oleh perusshasn yung memo-
hon penenggahon pelaksanaan Upah Minmmum
Gubernur menetapkan penolakan atan persemu-
juan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
berdasarkan avdit dan Akuntan Publik. apabila
iiseiuyi minka persetujuan Gubemur berlaku
uniuk waktu paling lama 1 (zatu} mhun.

Schogaimena diremuskan dalam Ppsal 88
Lindong-Undang Nomaor 13 Tahun 2003 teotang
Ketenagakerjann, buhwa: “Sctiap pekerjnburuh
berhak memperoleh penghasilan vang memenu.
hi- penghidupan yang lavak bagi kemanusiaan
Uniuk mewujudkan penghasilan vang memenu-
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hi penghidupan yang lavak bagi kemanusisan
sebagaimana dimaksud dalam ayai (1), pemerin-
tah menctapkan kebijakan pengupahan yong
melindungi pekerjaburub. Kebijakan pengupa-
han yang melindung pekenuburuh sebaygmima-
na dnmnkmd dalany ayat meliputi:
Lipah minimum;
I:. Upah kerja lemibur;
¢ Upah tickok masuk kerja karena berhala-
hgan,
d Upah tidak masuk kerpa karenn melako-
kan keglatan lain i luar pekerjnannya;
g. Upih karena menjalankan hak wakio is-
tirahat kerjanya;
bentuk dan cara pembaynran Upah:
denda dan potongan Lipah;
hal-hal vang dapar diperhitngkan de-
ngan Upah;
i.  strukmur dan skala pengupahan vang pro-
parainnal:
Upah untuk pembayaran pesangon; din
:.fpaE untuk porhitungen pajak penghas-
i,

FiE B

=i

Dengan diberlakukannya Undang-Undang
Mommor 32 Tuhun 2004 tentang Pemeninialy Dac-
rah, maka penetapan upah minimum di dacrah
Provinsi, Kabupaten'Kots ditgrapkan oleh Pe-
menntah dugrah berdisarkun hasil survey yang
dilakukan wleh Pemenintih bersamn organisas:
pckerja dan organisasi pengusabn (Apindo.

Di Tingkat Provinsi ada Dewan Pengupa-
han Provinsi, sedangkan di Tingkat Kabupoten
Kota ada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
yang topas dan fungsinya uniwk memberikan
Suran, Perlimbangan dan Hekomendasi kepadn
Gubcrnur terkait dengan Penetapan Upah Mini-
mum, namun Hdak jarang setiap tahin masalah
Penetapan Upah Minimum ini selaluy menimbal-
kan permasalahan.

Dalam kenyatsan yang terjodi selama ini,
upah mimimum menjadikan upah wajib yang
dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekera
yang sudah bekerja puluban tshun. Jronisnya
serikal pekerja/serikat buruh dalam demonstrasi
juga menuntut upah minimum, meskipun masa
kerja para pekeria sudah puluban tahun. Thda-

* Pasal ¥8 syal (3) Undang-Undang Nomsar 13 Tahun
2003 tentnng Ketenugaketjunn o, Pasal 3 Perstumn
Pemerinlah Momar T8 Tabun 30012 terdang Pengupnlai.
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kan serikal pekerjr serikat buroh yang yang me-
ountut upah minimum tersebut sangar bertenta-
ngan dengan  persturen  perundang-undangan
yony berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 wnang Kewenagakerjann jo Peram-
ran Menteri Temagn Kerja Nomar 01/MEN/ 1999
Tentane Upah Minimum jo Peraturam Menter
Tennga Kerjn  Nomor 13 Tahun 2002 wentang
Komponen den Pelaksanaan Tahapon [Tidup La-
vak. kurena upah minimum tersebut hanya un-
tuk pekerju yang mulm bekena dengan masa
kerja 0 &/d | tahun dan berstatus lajang dan me-
rupakan kehijakan pemeriniah dalom melindu-
ngi tenaga kerfa dan memberlakukan somua pe-
raturan perundang-undnogan masalah ketenaga-
kerjaan,
Bagi pekerja yang mempunyai masa ketja
di atas samsat, upab unluk pekerna dimaksud
disepakati/dirundmghan oleh serikal pekerja/ve-
rikat buruh dengan pihak pengusaha schagaima-
e dirmuskan dilan Pasal 92 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagukerjn-
an, ke letapt runusan pasal dimaksud tidak
diindiahkun baik olch pengusaha, pemerintah
ilan organisas: pekena. Rumusan Pasal 92 an
tarn lain
“Pengusaha menyusun strukmur dan skala
apal dengan memperhatikan golongan, ja-
batan, masa kerga, pendidikan, dan kom-
potensi, Pengusahs melakukan peninjauan
upah secara berkala dengun memporhati-
kan kemampuan perusahann din produkti-
vitas, Ketentuan mengenai strukiur dan
skals upah schegatmani dimaksud datam
"'.:'i"'-_{'[..“ I diatur dengon Kepumsan Mente-
i

Secbagaimana dirumuskan dalam Pasal |
Kepmenakerntruns  Nomor:  KEP-49MENTY/
2004 tenimng Swuktor dan Skala Upah, membe-
rikinl pengertian tentang Struktur upah jalah su-
sunan tingkat upnh dan yang terendsh sampai
yang tertinggi atau dan yang terenedih simpai
yang tertinggi. Selanjuinya skala upah yai ki-
saran nilm nominul upah uniuk setiap kelompok
jabatan.

Meskipun penyesnaian upah untuk mase
kerja di alas satu mhun di aiwr dalam undoang-

"* P'azal 92 Undang.indsng Nomer |3 Tokun 2003 e
tang Keetenngekoryanm
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undang dan peraturan menten, ietapl naTs
pasal dimaksud tidak bisa terlaksans karena ku-
rangnya pembinamn yang dibenkan oleh instansi
di bidang kewnngakeryun kepads pam pihak
yaitu pengusaha dan pekerin.

Justru kekuatan pekena saat i doman-
featkan dan dijsdikan kegivtan politik oleh pe-
nguasa dalam permliban Pemerimab Dacrmh. hal
ini dapar dilihut saut penetapan upah mmimum
di Bekasi wtutan pekeria tentang besaran upal
rinimum dilabullan karena wsy dilakukannyy
Pilkada. Hal yang sama terjaci di Jakarta st
pemilihan DKI satu, Pémerintah mengabulkan
LMP yang ditseut pekerga sejumish Rp. 2 200,
000« /bulan. Pada hal hasil penclition komponen
KHL mngih dibawah Ry 1 800.000.-, tentu hal
il bertentangan dengan peroturan yang berkiku

b. Tentang Pemborongan Pekerjaan e
Selircine

Dengan berlakunya Undong-Undany No-
mor 13 Tahur 2003 tentang Ketenagakerjan,
penyedia jusa tenaga kerjn dan penthorongim
pekerjaan serta perjanjinn kega waktu fertentn
berkembung bagatkan cendawan tumbah di -
simn hujan. Dalam penelitian yang pemliz laku-
kan pura pengicam yang ditunjuk olel pihuk pe-
rusahaan tenyamkan bahwa hal tersebur dibe-
narkan dalizm Undang-Undung Nomor?3 Tahon
2003 wentang Ketenagakerjann,

% dalamn Usndang-Undang Nomor 13 Tu-
han 2003 fentng Ketenagakeraan, tidok me-
ngenal istilah onoowreing yang ads penibom-
ngan pekerjaon dan penyedia jasa tenaga kerju
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 64 Up-
dang-Urdang Nomuoe 13 Tabun 2003 tentung
Ketenagukerjian, yaitu:

"Perusahaan dapat menverabiun schagiun

pelaksanzen pekenann kepada perusahaan

lainmyd melalul perjanjion pemborongan
pekerjam wian penyediaan jnsa pekerjy
burih viang dibunt secara tertulis”,

Secim etimologies perjan)ian (yang dakim
bahasa arabnya diistilahkan dengan My shadal
Trifa: akad) atau kontrak dapat dinrtikan sebagei
Perjumjian atan persctujuan ialah suani perbua-
tan dimana sescorong atau lebih  mengikatkun

Ihrmay]

divinva terhadup sescorng lain atoi lebih®',

sehagaimonn  dirumuskan  dalam  Pasal
1320 KUHPer, untuk sabnys suaty penanjian
diperiukan 4 (empa ) syami yait :

b sepakut menckd ving mengikatkan din-
myi;

b, kecakapan untuk membui susti perjan-
Jiiaun;

¢ suaty hal lerteni;

d. sunty sebab yang halal,'?

lerdapat beberapa pendapat tentang per-
Janjinn diantrranyva ;

13, Menurn R.Subekti, “Penanjian adalah
sustu  peristiwn dimang ada  soorang
berjanji kepada seomng foin wian dua
orung: itu sahing benanji untuk meluksa-
minkion saatu hal™, "=

2) Pasal 33 KUH Perdata, Pérjanjian adalah
sunti perbuatan dengan mana satu orang
atits behib mengikatkan dirmya terhodap
satu otang loin atay lebib™, '

1 Menumt Sudikno Menokusumo, Peran-
Jiat inlab sustu hubungan sotars dus pi-
hak oty lehiby berdasarkan kata sepakal
untuk menimbulkan akibat hukum ™,

Peruzahaan penvedia jasa pekena‘buruh
adulah perusaliaan vang berhentuk budan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat
untitk melaksanakan kegiatan jasa penunjang
perusahasn pemberi pekerjaan,

" Pagaribi Chutrmman dim Lk Suchrawanll K. Hikumw
Perjurfton Dol fvloen, Jakorta: Sinar Cireafika, 2004,
hlm |

YR Subektl dun Tjisoandibio, Kitb Undung-Lndang
Hlukieny Penduts Bargesiiih  Werbook dengan tambaban
Undang-Undang  Pokok Agraris dan Undang-Undnag
Perkawinan, akarin: FT. Pradnya Parnmita, 2003, him
330,

R Subektl, ke Perfanyion, Randwng PT. Alumal
1584, hlm. |,

™ Lt Pasal | 313 KUH PERdat.

" Panggibenn Mendry Pandapotan, Hakum ok,
Peranun Mubkanut Agimg Mclalu Pulssan-Puusan,
Handung: PT. Alumnl, 2008, Mm. 71 diliutp oleh Dat-
wilh, dalim Pustalin <Perlindiangan Hukum Tonaga Keria
Iriclismarsla (TR}, Jakare Cintya Press, 2003, hibm. 44,

" lherud E angks 3 Surnt Edaran Menten Tenaga Kerja
dan Trumsmigrasi B Momor S 08 MEN VIO
Tentang Fedones Polaksanaan Perauran Menakertasi
Rt hamar 19 Tabus 2012 wmiang Svarar-Syarat Menye-
mhan Selmglnn Peiaksemann Pekevjsan Kepids Peorusahs-
an Lala

26%
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Menurat Abdul Kadir Muhammad'’ “Pe-
rusthaan ialah setiap bentuk wsaha vang menja-
lankan setiap jenis usaha ynng bersifat tetap, te-
ris menerus, dan didirikan, bekerjs sena berke-
dudukan dalim wilayah negara Indoncsia do-
ngan tujusn memperoleh keuntungum atau laba”,

Di dalam Pasal | ayat § Undang-Undang
Nomaor 21 Tahun 2000 tentany Serikat Pekerja/
Serikat Buruh merumuskan:Perusahnan ialah
selinp bentuk badan usahs yang herbadan ha-
kum atau tidak, milik orang perseorangan, per-
sekutaan, atiu badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara vang mempekerjekan pe-
kerja‘buruh dengan memberi upah atau imbalan
dalam bentuk lain™

Asosiasi selor usaha adalah perkumpulan
beberapu perusahpan yang mempunyal hidang
usaha yang sama dan sejenis dan dibentuk ber-
dusarkan peraturan perundang-undangan'®, Alur
kegiztan proses pelaksansan pekierjuan  adalah
serangknion  pekerjaan yang menggambarkan
proses pe pekerjaan dari awal sampai
akhir serm memuat mengenai pekerjaan stau
kegintan utama dan perunjung,

Prosedur penyerahan pekerjean kepada pi-
hak lain diatur dalam Pasal 6% Undang-Undang
Momor 13 Tahun 2003 wcntang Kelenagakerja-
am, antara lain:

(1) Penverahan sehagian pelaksanaan poker-
jaon kepada perusahaan luin dilaksana-
kan melalui perjanjian pemborongan pe-
kerjman vang dibuat secara tertulis,

(2) Pekerjoan vang dapat discrahkan kepada
perusahian lain sebagrimana dimaksud
dalam aya: (1) harus memenuhi syarai-
syarat sehagai berikut:

8. dilakukan secara terpisah dari kegia-

tan wtama;

" Abdul Kadir Muhamemasl, Hikiow Perusabsn df fnsdo-
medla, Handung-FT.Crima Aditye.cet keempar, 2010 hlm.1,
" Huruf E snghn 5 Surat Edaren Menseri Tenagn Kerja
dan Tramsmigrasi R0 Nomor SE-AMEMNVIIZ003
Tendang Peiloman Pelakssrsan Peruiuran Menakerram
R Mamce 19 Tahun 2012 1entang Syarat-Syarmt Penyera-
han Sshagian Pelakisnans Peerjaan Kepadn Perusabsam
Lalm.

* Huruf E angka & Surat Bduran Menieri Tenaga Kerin
dan Teemsmigrast B Nomor SE-O0MENNTIIDHI
Tenteng Pedorman Pelaksznaan Perziurn Menskenians
R.1 Momor 1% Tahon 2002 tentang Syarat-Svanil Peayoo-
ham Sehaging Pelskeanaan Pekerjoun Kepuda Perisahaan
Lain.

20

b. dilakukan dengan periniah langsung
atau lidak langsung dari pemberi pe-
kerjaan;

¢. merupikan kegiatan penunjeng per-
sahnan secara keseluruhan; dan

i tidak menghambat proses produksi
secam lmgsung.

() Perusahann lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) horus berbentuk badan
bk,

(4) Petlindungan kerja dan syaral-syurat ker-
ja bag pekerjaburuh pads perusahaan
luin sebagaimana dimaksud dalam ayai
(2} sekurang-kurangnya sema dengan
perlindungan kergn dan svarat-syvamt ker-
ja pada perusahaan pemberi pekerjaan
atau sesual dengan peraturan perundang.
undangan yang berlaku.

(3] Perubahan dan/atat penambahan syarat-
syarnt schagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dintur lebth lanjut dengan Ke-
putusan Menteri,

(6) Hubungan kerja dalam pelaksannan pe-
kerjaan sebagaimana dimaksud  dalam
ayat {1) diatur dalam perjanjian kerja sg-
cam teriulis antars perusahaan lain don
pekerjnburuh yang dipekerjakannya,

{7) Hubungan kena sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) dapat didasarkan stas per-
janjian kerja: wakm tidak tertentn atmu
perjunjian kerja waktu fertentu apabila
memenubi persyaraton sebagaimana di-
maksid dalam Prsal 59,

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
terpeniuhi, maks demi hukum status hu-
bungan kerja pekerja’buruh dengan peru-
sahasni penerima pemborongin beralih
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan pembeni pekerjaan.

{9} Dalam hal hubungan kerje beralib ke pe-
russhann pember| pekerjaan sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (8), maka hubu-
ngan kerja pekerjaburuh dengan pembe-
ri pekerjaan sesuai denpan hubu-ngan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7.

Pada awal diberlakukannys Undang-Un-
dang Nomor 13 Tahun 2003, beberapa pasal su-
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dlabe diifakerkin ujl matern oleh pihak yang konsen
dengan masalah  ketenagakeraan  diantzranyn
masalah perjanjion kerja waktu ferentn dan
pemborongan  pekerjaan, Namun  Mahkamah
Konstitusi B melalul Perkarn Nomor, 012
PULLEM03 tangeal 2% Oktober 2004, dalam
amar Putusan Mahkemah Komstitusi monvata-
kan kaloy Perjaniion Keda Wakio Terentn tidak
bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar
1945, hanya dibumbkan ketegasan pemcrintah
tlalam pelaksannannya,

Dalam pelpksansannys pemerintah tidak
mampu berbunt sehingga perjanjion kerja waktu
terentu melnhu perusabaan Jain dan pemboro-
npan pekerjaun letap menjadi gejolak di lapa-
fgan serikat pekerjo’seriknt buruh melakukan
unjuk  rEsa‘demonstrasf secarn  besar-besaran
Kemudian Pazal pedjanjiom kerja waktu tertentu
ilan pemborongon pekerjaan tersebul dilnkukan
i matert kembuoli, Dengan memperhatikban Pu.
wsan Mahkamah Koostitusi Momor 27/ TULS
IX/200 1. Kementrian Tenags Kerjn melalul Pe-
ramran Mamor Memeri Tenaga  Kerjn  dan
Transmigrasi Nomor 19 Tabun 2002 tentang
Syarat-Syamt Penyemban Schagion Pelaksanoun
Pekitjdan Kepada Perusshaan Lain jo Sumi
Edaran Menteri Tenaga Kerja Neanor, SE.O04/
MEN/ V2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Menakerimons B.] Momor 19 Tahun
1012 wentang Syamd-Sysrst Penyerahan Scha-
gion Pelaksunuan Pekerjnan Kepada Perusahuun
Lalmn,

Perusahaun pemberi pekerjann dapar me-
nyerahkin sebagion pelaksanagn pekerann ke
pada perusahaan penerima pemborongan, de-
ngan persynraten scbagai benkui:

i dilakokan secara terpisah dari kegiasan
utarnn boik manajemen maupun kegiatan
pelaksanaan pekerjoan,

b dilakukan dengan perintah langsung atay
tidak longsung dirl pemberi  pekerjain
dimaksudkan untuk memberi penjelasan
tetiang corm melaksanakan  pekerjian
agar sesuai dengan standar yang ditctap-
kan olebh perusabiaan pember pekerjamn;

€ merupaka) Keginton penuniang peness-
hazn secam keselurulom, artinys kegia-
tan tersgbut merepakan kegiatan yung
mendukung dan memperlancar pelaksa-
munn kegistan utina sesuni dengin adur

Thapevari

kegiutun proses pelaksanuin pekeran
yang ditctapkan oleh asosiasi sektor usa-
ha vang dibentuk sesual peraturan perin-
dsing-undangan; dan

d. tidak menghambal proses produks] seca-
m iangsung. arinya kegioain orsebud
merupakan kegitan tmmbahan yang apo-
biln tidak dilakukan oleh  pervsahaan
pemben pekeénaan, proses pelaksanmnn
pekerjaan letap berjalan  sebagaimuna
mestinya ™

Persyaratan untuk penisahasn penerima
pemborongan pekernjaoan, dintur dalam Surai E-
daran Menteri Tennga Kerja Momor, SEO04/
MENWVIIIZ013 Tentang Pedomen Pelaksanann
Peraturan Menakermns R Nomor 19 Tahun
2012 tentang Syarat-Syamt Penvershan Schagi-
an Pelaksasian Pekerjaan Kepada Perusahasn
Luin, antgra lain:

I, Berbudun hukwm, sesusi dengan peratu-
mn perupdeng-undongan yang berlakuy
yailu perusahaan berbenmik Porserann
Terbatas, Yayasan atau Koperisi,

2 Memiliki tanda daflar perusahaan sesunk
perituran perundang-undangan.

3. Memiliki fzin ussha scsusl persturan
perundang-undangan,

4. Memiliki bukti wajib lopor ketenaga-
kerjsan yang dikeluarkan oleh instansi
yang beranggung jawab di bidang kete-
nngakerjuan kabupaten/koin

¢ Perjanjian Kerja Wakin Terteniu
Peganjian dalom hubungan kerjn disebut
dengan perianjian keejn, inlah pedanjian antam
pekerinbunih dengan pengusaha atan pembert
kerjm yang memuat syaret-svart kerjahak dan
kewajiban purs pihae' Perjanjion kerja dibuat
atas dasar kemounn bebas kedua belab pihak,
kemurmpusn atav kecakapan melakukan perbua-
tan hukum, aduiya pekerjuan yang diperanji-

® Gurst Hidarmn Menterl Temga Rerja Nomar, SE04

MEN/VIILZ0I] Tehtang Fedoman Melaksansan Perstaran

Menokenans Bl Nomoes 19 Tahun 2002 wemung Syarst-

Siarnt Penyeralun Sebugian Pelakwanans Pekoriasn Ke-
Perusahasn Lam.

I:"u'l?mml 1 nyai 14 Undang-Lindang Namor 13 Tabus 2003

entang Ketenmgakerjoan, jo Pasal | avar (10) Undesg.
Undsng Namor 29 Tabar 2004 tentang PPTKILN

amn
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kan.” Perjanjian kerja tidak boleh menjanjikan
pekerjaan yang berlentangan dengan ketertiban
wmn, kesusilaun, dan perturen perundang-un-
dangan yang berfaku '

Menurut Subekti, perjanjmn keria dolam
arti katy yang luas daput dibagi: =

n). Penanjian perburuhan yang sejan (arbe:
fdi-crvereenkonrr);

b). Pemborongan pekerigan {amnaning van
werkl;

c). Peganjian untuk melakukan' suatu jasa
atoy  pekerjaan tefopas (overeenkontyd
fot het vervicheen van enkellodiensien),

Semenjak diberlakukannya  Undang-LUn-
dang Nomor 13 Tuhun 2003 tentong Ketenagua-
kerjaan, peranjian kerja waktu tertentu bagai-
kan cendavwean tumbul di musim hujan. Pengu-
taha menerima pekerja dengan perjanjian kerja
wakiu tertentu ady vang dilakukan melalui pe-
rusahaan [nin‘penyedia josa tenagakerjn. Tetapi
penjunjion Kerja wakiu lertenin tersebut scdn
yang dilakukan langsung oleh pemberi pekerja-
an.

Pengusihs diperbolehkan menerima tena-
ga kern dengan perjanjian kerja wakiu termen-
IWWPFEWT melalul perusahann lsin stwupun lang-
sung dengan tenaga kerjanya, tetapi perjanjian
kerjn waktu tertentu dimaksud harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pa-
pal 59 Undang-Undang Momor 13Tabhun 2003
teotang Ketenagakerjam, amntara lomn ;

{ 1) Perjanjinn kerja untuk waktu tertento ha-
nya dapat dibuat untuk pekerjasn terten-
fu yong menurut jens dan sifal aau ke-
giatan pekerjasnnva akan selesnt dalam
wakiu tertentu, yaitu:

A, pekerjaan vang sckall selesai atau
vang semeniara sifonya;

b. pekerjaan yang diperkimkan penye-
lesaisnnyn dalam waktu vang tidak
terlalu lama dun paling lama 3 (tiga)
tahup;

¢ pehkerjaon yang bersifit  musiman;

B abduilak Sulsimon, sk Sresd o Inckieesfe, Jikasts:
Penerbit Universiias Trisakti, 2008, him. 212

B Maimun, Hulum Ketenogokeriaan Suatn Penganior,
Jakmrig: PT, Prudnye Paeviis, opl. Pestams 2004, him
18,

¥ Subgti, Podok-Pokek Hulue Perdara, Takana Intee-
measa, oo, XK, 2008 EKim. (72
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atmil

il. pckenaan yang berhubungan dengan
prondik b, Kegatian bard, atou pro-
duk tnmbahan yang masih dalam per-
wobaasn atan pengajakan

(2) Perjonjian kerjn untuk wak tertentu t-
dak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap,

3) Perjanjimm kerja untuk waktu tertentu da-
pat diperparjang aau diperbaharui.

{4) Perjanjian kerja waktu tertentn vang di-
dusarkin atay jangka waktu ferientu da-
pat dindakan untuk paling lama 2 {dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang |
{satu) kali untuk jangka waktu paling a-
ma | isatu) tabun

{51 Pengusahi vang bermakizud memperpan-
Jang perpimjian kerjs wekiu terentu ter-
sebut, paling lama 7 (iujub) hari sebelum
perjanjian kerja woktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secam
tertulis kepadi pekerjuburuh vang ber-
snmpkutan

(6} Pembarun perjanfisn kerja waki ter-
teniu hanya dopm digdakan setelah mele-
hihi masa tengEmg wakm 30 (tiga pu-
luh) hari berakhirnya perjanjion kerja
wakiu ferientu yang lama, pembaruin
perjungian Kerja waktu terteniu ini hanyve
baleh dilakukan | {zatu) kali dan paling
lama 2 (dua) tatum.

(71 Perpanjian kera wunfuk wakiu  torioniu
vang tidok memenubi ketentuan scha-
gaiana drmaksud dalom o aval (1), avat
(2], aval (4), avat (5), dan avat (6) maka
demi hukum menjedi  perjonjian  kerjn
swakin tiduk tertento

Apabila penerima tenngn kergn melalui pe-
nyedia jasa tenaga kerja, sehagaimana diatur da-
lom Surmt Edaran Menakenrans Nomor: SE-04/
MENVULZ013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmig-
rasi R0 Nomaor 19 Tubun 2012 Tentang Syarat-
avarat Penverahan Schaginn Pelaksanaan Peker-
jaan Kepads Pergsnhaan Lain, mnka pekerjaan
vang dapat diserahkan kepada perusshasn pe-
nyedin jasa pekerja/buruh antara lain :

. Perjanjian penvedia jasa tenaga hergal
buruh harus dibuat secara tertulis;
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2 homs merspakan kegiatn jaza penun:  ruh antara lan

jang stay yang tidak berhobungan lang-

sung dengan proges produksi, melipuri:

a. usaha pelavanan kebersihan relea-
Hing servicey,

b. usaha penyediaan makanan hagi pe-
kerjaburahi catering);

e, wsaha tennga pengaman (seounty'sa-
SN pemgamanan,

d. usaha jesa penumjang di pertamba-
ngan dun perminyakan; dan

e, wsaha penyediann angkutan bagl pe-
kerjaburuh,

I, Perusahaan penyedia jasa pekerjaburuh
dilarang menyerahkan pelaksanann scha-
gian otau scluruh pekeraan yang diper-
Janjikannya kepada pemaszhaan penyedia
Jjasa pekerjarburuh bain;

4, Memuat jenis pekerjaan yang akan dila-
kukan oleh pekerjaburuh dan perusaha-
an penyedia jusi pekerja’buruh;

5, Memuatl penegasin halwa  penusahaan
penyedin  jasa  pekerja'burub  bersedia
menerima pekerjaburull darl perusihaan
penyedia jasa pekerja/bunih sebelumnya
untuk jenis pekerjann vang lerus menc-
rus ada di perusahpan pemben pekerjaan
dalam hal terjadi penggantion perusaha-
in penyedin jasa pekerja/buruh;

fi. Memuat penjelasan mengenni hubungan
kerja ontara perusahasn penyedis jasa
pekenja buruh dengan pekerja’buruh ber-
dasurkan Perjanjizn Kerja Wakiu Terten-
i (PEKWTiatau Peranjian Kerja Wakto
Tubkik Terenu iPEWTT).

Di dalam Keputisan Menteri Tenaga Ker-
ja sebclummyn vailn Keputusan Menakenrans
Nomor: KEP-HWMENA L2014 wentang Keten-
tuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Wakiu Ter-
tentu, pada Pasal 13, babwa: “PKWT wajib di-
cotatkan olch pengusaha kepada instansi yang
bertanggung  jowab i biding ketenagakerjaan
kabupaten/kota setempat selambat-lambatnys 7
(tuyuila) hiari kena sgiak penandatanganon™,

Selanjutnyn untuk persyamtin terscbul da-
pat lerlaksang sebagaimann mestinya, maka di-
harapkan Peran Instansi yang bertanggung ja-
wab di bidang ketenagakerjaan kabupatenkom
dalom pelaksanann penyediaan jasa pekerja/bu-

. Pendafaran penanjizn penyedionn  jasa

pekeriaburuh,

a. perusahaan penyedia jasa pekogabu-
ruh mendafiarkan pesjanjian penye-
disan jwsa pekerja'buruh kepada ins-
tansl vang berfanggung jawab i hi-
dang ketenagakerjann kabupaten/ko-
ta tempat pekerjasn  dilaksanakan
{Formulir 7y

b. berdasarkan pengajuan tersebut, ins-
tansi vang beranggung jawab di bi-
dang ketenagakerjaan kabupaten/ko-
ta menelin isi perjanjian penyedia ja-
sa pekerjaburuh, meliputi;

1) kelengkapan persyoruian porss-
hann dalsm benmk Perseroan
Terbatas (PT).

4] Jents pekerfaan vang akan diloko-
kan oleh pekerpnburub dani peru-
ialr:um penvedia josa pokerja/bu-
rith;

1) penegasan bahwa penisahaan pe-
mvedia jnsa pekenabunib berse-
din menerima pekerjaburnb dari
perusahaan penyedia fjasa pekerja
/buruh  sebelumnyn untuk jenis
pekerjaan yang icrus  menerus
ada di perusahaan pemberi peker-
Jaan dalam hal terjadi pengganti-
an perusahasan penvedia jasa pe-
kerjaburuh; dan

4) hubwigan kerjn antara perusaha-
an penyedin jasa pekerjaburub
dengan pekerjabunih yang dipe-
kerjakinnya berdosarkan perjan-
Jan kerja waktu terteni atag per-
Janjian kerja wakio tidak tertentu.

¢ apabila telah memenuhi persyaratan,
instansi yang bertanggung jawah &
bidang ketenagakerinan  kubupaten/
kot tempot peluksanaan pekeriaan
dilaksanakan menerbitkan buku pen-
duflarun perjanjion penyoedia jasa pe-
kerja/burubi{Formulir ).

d. Apabila tidak memenuhl persyaratan,
instansi yang bertanggung jawab di
bideng ketenugakerjuan kabupaten/
kot lomnpal pekerisan dilaksanakan
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dapat menolak pendafinran (Formulis
%)

2. Pencyinian Perjanjian Kerja Wakw Ter-

e

tento (PRKWT )
a. perusahnag penyedia josa pekerjabi-

ruh mencatatkan perjanjian kerja ans
tarn perusahnan penyedia jasa peker-
Jubursh  dengan  pekerja/burulinyi
kepada mstansi yong berminggung ju-
wah di bidang ketenagakerjaon kaby-
paten/kotn tempat pekerjnan dilaksi-

-~ tskan {Formuly 10).
b ingtansi yang bertanggung jawab

hidong ketenagakerjaan  kabupaten/

kota mencliti isi perfunjian kerja, me-

liputi:

1} ‘paminan kelangsungan bekerja;

2) jamiinan terpenuhmya  hak-hak
pekerjaiburah sesutl dengan pe-
raturan perunding-undangan dan
yunyg Yiperjanjikan, yain:

a) hak alas cun apabils elab
memenuhi syarat musa ke,

b) hak atas jaminan sosiai:

¢) hak atas tunjangan han raya:

d} hak istirshat paling singka |
(satu) han dalam | (sat)
miigg;

¢} hok menenima gamm mgl da-
lam hal hobungan kerja diak-
hiri oleh penisahaan penvedia
Jesa pekerjabunih  sebelim
perjanjian kerja wakiu torign-
ta berakhir bukan karena ke-
salahan pekerji

f} hak atas penyesuaian upah
yang  diperhitungkan  dari
akumnlasi masa kega yang
telah ditalui; dan

gh hak-huk lain vang velah diatur
dalam pernturan penmdang-
undangnn dan‘atou peraniisn
kerja sebelumnya,

3) jaminan periimungsn masa kerja
apabiln terjndi pergantian perusa-
haan penyedia jisa pekerjuburub
antuk menctapkan upah. Untuk
iu perusshasn perly membuat
skala upah yang disesuaikan de-
ngan masa kerjd pekerjs burh.

€ instansi yang bertangeung jowab df
bidang  ketcngakerjuan  kabupaten/
kota mengeluarkan bukti pencatatan
perjanjian kerja lersebut (Formiulic
il
4. Memiliki bukti wagib lapor ketenagaker-
jnan yang dikeluarkon oleh instansi yang
bertanggung jawab & bidang ketenuga-
kenaan kabuparen/ ko
5. Menuliki tzin operasional yang dikehir-
kan olch mstansi yang bertanggung ja-
wab di bidung ketenagakerjuan provin-

U

L. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahuu
2015 tentung Pengupahan

Diberlakukmmnyn  peratura Pemenntah

Nomor TE Talum 2005 wotang Pengupahion,

-menjadi gejolak besar oleh serikut pekernjarseri-

knt buruh, Organisasi: pekerjn menelak kebera-
dadan Peraturn Permerntah dimaksud, dengan
slasan Peruturan Pemirintah dimaksud merugi-
kan pekeria,

D dalsm Pasal 14 ayat (2} Peraturun Pe-
merintah Nomor TR Tabun 2003 dimaksod me-
rurnuashan, “Strukiur dan skala Upah waiib disu-

sun olch Pengusaha dengan memperhutikan go-

longnun, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
konupetensi. Suuktur dun skala Upah scbagal-
muna dimnksud wajib diberitahukan kepada se-
luruh PekerjaBamh. Selanjuinya Strukner dan
skalw Upah sebagaimana dimaksud harus dilam-
pitkan oleh Perusahaan pada sant permohonan:
a. pengesahan don pembarean  Perntaran
Perusalumm; atn
b pendafiaran. perpanjangun, dan pemba-
rusrt Perjanjian Kerja Bersima.
Terhadap pengusaha yang ndak membuat
struktur dan skala upih mendipat sanksi admi-
nisteatil sehagaimana dirumuskan daflam Pasal
39 Peraturun Pemeriniah Nomor 78 Tabun 2015
tentang Pengupahon. Sankdi administrmtil scha-
gaimana dimaksad pada ayat (1} berupa:
i, tegoran terulis;

" St edaran Meniert Tenaga Kerja dan Transimtigrast
B Bomor SE0&8MERYINNS wissng Pedoman Pe-
Lakgapaun Peratursd Memien Tenigs Kerja dan Trans-
migrusi R Nomor 19 Tahue 2012 Tenang Syaral Synr
Penyerihan Schagian Pelobsmnan Pokerjuan Kepada Pe-
rusalz=zn Lais



Demimesirand Yoag Silabubam bk Serikad Pedeoja il Rurel, Derdasrkas UL _ Darwoni

b, pembitasan kegiatin usaha;

€ penghentian “sementars  sebaginn  atag
scluruh alut produks; dan

d pembekuan keglatan usshi

C. Penutup

I. Ksimpulan

Hendnsarkan pembahasan pada bagian.he-
glan scbelumnyn, maka pada begion wi dopat
diamibil kesimpulan xtas kebebasan penyampai-
an pendapat di muka vmum yang dilakukan olch
masvarkal dan serilut pekierjuserikar hunb,
amtnra fam ; _

4 Digahkannya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1998 tentang Kemendekaan Me-
myvampalken Pendapat ) Muka Umm,
dengan memperhutikon hak asagi mone-
sin sebaguimana dirmuskon dalam Une
cing-Undang Dasar 1945, Alasai terse-
but tidak tepat, karena hanya memberi-
kan kebehusan somatn tetapl tidak ada
unsur memhidikanya, masyarikat hanya
bebas berbicar sambil berteriak-teriak
tetapi masyarakal tidak bebas mendapar-
kan haknya vang sudab diatur dalam pe-
matunn perundang-undangan

b, Dalam menyampaikan permasalaban di
miuka wrem, tidak menpatur upave yang
sudah dileskukan olsh pendemo sebelum
melakukan demonstrast, Jika dibanding-
kan Pasal 137 Undsng-Undmg Nomor
13 Tahos 2003 tentang Ketenagakerjiuan
memberikan persyart untuk mekkukan
demensirans i “gagalnnys perodi-
ngan”, Sclanjuinya i dalem LUindang.
Lindang Nomor 9 Tihun 1998 teescbut
Hiak mencantukan batas wakitu demions-
tranl sarmipal dengnn jom 1800 wib

¢ Bagi pekegu yang demonstrasiimogok
kern diperovahwan tdak berlaku Un-
chng-Ulodang No. 9 Tabun 1998 dimak-
sl justrn berpedoman kepada Undong-
Undang Nomor 13 Tahon 2003 ientang
Retenagukerjan

d. Demonstan dalsm melokukan domons-
trasi melanggar Undang- Undang Nomor
O Tahun 1998, karena menutup kepenti-
nigan umuim seperti tol, don mengeangpu
kepertingan wmum enndinya kemacetan

serti melakuknn pengrusakan sera tene-
dinya kekemsan halk kepada pendemo
maupon petugas yang melakukan penga-
.

L Peraturnn Pemerinis Nomer 78 Takim

2015, pads dasaniva tidak merugikan pe-
kerjn. hanipir sama dengan peraturmn se-
belumoya. Justru PP Nomor 78 terscbut
mewajibkon kepsds penpusaha ik
membist strakig dan skala upah. Jika
tiduk membust simiktur dan skala upah
diberikan sanksi administostif,

« Tustutan upish mininwm yang dilakukan

oleh serikat pekegjn melunggar peraturan
perundang undangan tentong upah mini-
mum, karena upah mimimm tersebut ha-
nya unick masa ker (0 x'd | Tahun, Se-
rikat pekera maupun pengusaha melang-
gnr Undung-Undang Nomor 13 Tahin
2003 tenigng Ketenagakerjaan khusunya
Pasal Pasal 92 karena tidak meranding-
han upab untuk masa Kenn di stns saty
(FHTIT

Perjanjinn kerja wakiu tertenm, penyedia
lasa tenngn kerpa dan pembarongan pe-
kerpuan yung  diborlakukan  pengusaha
stfurri sed e longear Puasal 59, Pasal 65,

dan Pasal 66 Undang-Undung Ketenaga-
kerjaan

- Bahwn letadinya pelanggaran  dimak-

sudd karema thdak benjalapnya pengawa-
san ketenagakerjaan sebagaimana diru-
muskan dalam undang-undang Momaor 3
Tabun 195] tentung Pernvatian Berlaky-
nya Undeng-Undang Nomor 23 Tahun
|94% tenuang Peugnwasan  Perburahan
dan Republik indonesia untuk Republik
Indinesia

Tidnk berfungsinya pengawas ketenagas

kerjaan karena sejok berlakunya Undang
Undany Nomaor 32 Tabun 2004 tentang
Pemerintah Dacrah, masalah ketenaga.
Keann menjadi kewenangan pemerintah
Daerah. Sedanghkan dalam Undang-Un-
dang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pe.
ngesshan LU Conventlon No.81 Con-
coming Labowr Inspection in Industry
ang commerce (Konvensi ILO NoXl
mengenai  pengawasan ketenugakerjasn
dalam Industr don perdogangan).
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J. Undang-Undang Nomor 32 Tahus 2004

berrentangan dengan  Uindang-Undang
Dasar [ 945 yuitu Pacal 17 avat (3}, Un-
dang-Undang Nomor 21 Tahun 2003
ienlang Peéngesahan convensi 1LO dan
Undang-Lindang Nomoer 3 Tahun 195)
teniang Permyatnsn Berlakunya Undang-
Undang Pengawasin Perburuhan Nomor
23 Tahun 1948 dari B unfuk R.1

1. Saram:

. Perlu dilakukan perobahan terhodap Une
dang-Undang Momor 9 Tahun 1998 ten-
tang Kemerdekaan Menyvampaikan Pen-
dapai di muka Umum, sebelum melaku-

kukan upaya ‘oleh pendemo uwntuk me-
nyclesaikan masatah, Apehila gagal atan
ttckak diinadahikan wpaya hukain, bam di-
lakukan pemberitahvan antuk melaku.
kot demonsirasi Memper-halikan  sura
pemiberitahuwn - tersebul - scharusnya pe-
merintai berusaha menyelesaikan per-
masalahan agar Gdak sda demonstrasi.
Karena demonstrasi merugikan semua
pihiak.

. Mengeluarkan masalah ketenagakerjaan

dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004
rentang Pemerintah Daerah.

. Melarang Keterlibatan polisé apabila de-

monsirasi dilakukan secara damai ofeh

kan demonstrast sehanisnya sudahb dila- pekerjn di lingkungan perasahaan,

Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusofoan df fedonesid, Bandung: PT, Ciirs Aditya, cel. Ke-
empat, 2000,

Abdullah Sulatman, Ul Burah o Indoresfo, Jakorta: Penerbit Universitas Trisakii, 2008,

Darwati, Perlindumeon Hukum Tenoga Kerga Incfomesio (TR, Jakarta: Cintva Press, 2015,

Garude Eko, Pembangunan Sistem Hokum berkeadilan, dalam Pustaka Memahami Hubum dori
konstruksi sampai Implementasi editor Satys Arinanto don Ninok Trivanti Ar, Kumpulan
Tulisan dalam Memperningati 40 Tahun Zudan Arif Pakullah, Penerbit Radiawali Pers, Ja-
karta, 20049,

Maimun, Hukirm Ketenagakerjaan Swatt Pengemar, Jakarza: PT. Pradoya Paramita, cer. Pertama
2004,

Panggabean Hendry Pandapotan, fkum Pevtkatan, Pevanan Malkanalr Agurg Melalui Putusan-
Putisan, Bandung: PT. Alumni, 2008,

Pagaribu Chairuman dan Lubis Suchrawardi B, Hikume Perfonfion Dolam fxlam, Jakana: Sinar
Cirafika, 2004,

R.Subektl, Aneke Perfanjian, Bandung: PT. Alumni; 1984,

R Subekti dan Tiitrosudibio, Kitah Undamg-Undarg Hokwm Pordota Burgerlifk Werbaok dergan
tashatins. Unicleng-Unidang Pabok Agrovia dan Undaeg-Undnay Perkawinan, Jakarta: PT.
Pradnys Paramita, 2003,

Subekti, Pokod-Pokek Bk Perdata, Jakana: PT, Intermasa, cel, XXXT1, 2005

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 19435,

Putusan Mahkamah Konstitusi B0 melalui Perkars Momor: 012PUU-12003 wmaggal 28 Okiober
2004;

Puiusan Mahkamah Konstimos: Nomes 27/P0UL-002001,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesainn Perselisihan  Perboruhan.

Undang-Undang Nomoer 8 Tahun 1998 tentang Kebebasen Menyompaikan Pendapat di Muka
Umum.,

176



Dymsonsrrasd Voawg Dilekakan ieh Serthar Pelrefa Seribar Bueuh, Serdaarkan 017, Darwan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Unduang Nomaor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikar Buruh,
Undang-Undang Nemor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan-Peraturan dan Keputusan :

Peraturan Menteri Tenaga Ketja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah minimum;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226MEN/
2000 tentang Perobahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomaor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah minimum;

Keputusan Menteri Tenaga Ketja Nomor: KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok
Kera Yang Tidak Sah,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-17/MEN/VIII2008 tentang Komponen Pelaksanaan
Tahapan Hidup Layak;

Peruturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan
Pelakzangan Tahapan Hidup Lavak.

Peraturan Menteri Tenuga Keria dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Svarat Pe-
nyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjann Kepada Perusahaan Lain.

Pedoman Pelaksanuen Peraniran Menakertrans R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Svaral-Syarat
Penyerahan Schagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Surat Edaran Menten Tenaga Kerja Nomor: SE04MEN/VILL2013 Tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

hitps://id wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama tanggal 18 Desember 2005
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